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PERLINDUNGAN HAK MORAL DALAM PERPEKTIF HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL'
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Abstrak: Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dibilangkan atau
dibapuskan tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak lerkait telah dialibkan. Pelaksanaan periindungan
Hak Moral semakin terabaikan dalam era ekonomi global, terutama karena kemajuan media teknologi informasi
dan telekomunikasi. Dalam era digital ini, eksploitasi karya cipta semakin intensif, kompleks, dan multifacet
sehingga cenderung mengabaikan penghormatan terhadap Hak Moral Pencipta. Sementara itu proses globalisasi
telah mereduksi kekuatan norma-norma Pengaturan Hak Moral seiring dengan melemahnya budaya hukum karena
kurangnya sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan kaidah-kaidah penghormatan dalam regulasi Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Hak Moral

A. Pendahuluan

Hak kekayaan intelektual® adalah suatu
sistem yang sekarang ini melekat pada tata
kehidupan modern. Seperti juga pada aspek-
aspek lain yang memberi warna pada kehidupan
modern misalnya masalah lingkungan hidup
serta persaingan usaha, hak kekayaan intelektual
merupakan konsep yang relatif baru bagi seba-
gian besar negara, terutama negara-negara ber-
kembang,. :

Namun, pada akhir abad ke-20 dan awal
abad ke-21 tercapai kesepakatan negara-negara
untuk mengangkat konsep hak kekayaan intelek-
tual ke arah kesepakatan bersama dalam wujud
Agreement Establishing the World Trade Orga-

nization ("WTO Agreement”) dan segala perjan-
jlan internasional yang menjadi lampirannya,
termasuk yang menyangkut hak kekayaan in-
telektual.

Secara normatif, HKI adalah “product of
mind” atau oleh World Intellectual Property
Organization atau WIPO disebut “creation of
the mind™ yang berarti suatu karya manusia
yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta,
waktu dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi
kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Oleh
karena itu, setiap karya intelektual patut diakui,
dihargai dan dilindungi baik secara moral dan
etika maupun secara hukum. Sikap pengakuan
dan penghormatan terhadap pencipta dibangun

Tulisan ini merupakan Ringkasan Hasil Penelitian Hibah Kompetitif-Inovatif Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya Nomor; 161 a/UN9.1.2.1/PM/FH/2012 Tanggal 28 Mei 2012 dengan judul: “Perlindungan
Hak Moral dalam Praktik Penggunaan Hak Cipta Di Indonesia”.

* Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03 PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan
Intelektual” (tanpa “Atas”), telah resmi dipakai. Hak kekayaan Intelektual disingkat “H.K.I"”, namun Penulis di sana sini
menggunakan akronim “HaKI” untuk sekadar kemudahan penyebutan Lihat A. Zen umar Purba “Pokok-pokok Kebijakan
Pembangunan sistem HaKI Nasional” (makalah disampaikan dalam “Advanced Seminar: Prospect and Implementation of

1 Indonesian Copyrigh, Patent and trademark Law”, Perhimpunan Masyarakat HaK1 Indonesia, Jakarta, 1 Agustus 2000)

dan telah diterbitkan dalam Jurnal Hukum bisnis, Volume 13, April 2001, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum

! Bisnis, 2001)pp-4-8.

] 3 Mboi E. Misati, “The WIPO Development Agenda: Maximising On The Patent System”, kipi.go, www.kipi.go.ke/patents/

WIPO-DA Articles 040209,pdf, diakses tanggal 2 Maret 2012; Mapani Ch.
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dari aspek moral dan etika, sedangkan perlin-
dungannya difasilitasi dengan instrumen hukum
Hak Cipta.

Dari segi pranata, HKI dibangun sebagai
instrumen hukum yang berbasis pengakuan,
penghargaan, dan perlindungan terhadap hak
atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaima-
na lazimnya hak milik yang mempunyai nilai
ckonomi dan sekaligus menjadi pendorong per-
tumbuhan ekonomi.*

Mengingat sistem hukum HKI telak: ter-
bangun secara lengkap, semestinya praktik pe-
langgaran berbagai bidang HKI tidak perlu
banyak terjadi. Namun, dalam kenyataannya,
pelanggaran Hak Cipta khususnya Hak Ekono-
mi terjadi secara luas dan sulit dihentikan.
Karya cipta musik, film, perangkat lunak kom-
puter, dan buku merupakan sasaran pembajakan
yang paling parah selama lebih dari dua puluh
tahun terakhir ini.* Seiring dengan itu, pelang-
garan Hak Moral juga berlangsung meluas tanpa
mendapatkan penanganan yang memadai.

Berbagai bentuk pelanggaran Hak Moral
tampaknya juga memperoleh sikap pembiaran,
termasuk dari pencipta sendiri maupun peme-
gang hak ciptanya. Contoh kasus adalah penu-
lisan teks pada beberapa tayangan televisi yang
hanya menyebutkan judul lagu dan penyanyi
tanpa menyebutkan nama penciptanya. Praktik
seperti ini sesungguhnya merupakan bentuk
pelanggaran hukum yang serius. Peniadaan nama
pencipta pada label kaset bahkan pernah ber-
ujung pada gugatan di pengadilan. Demikian
juga mengubah lirik lagu untuk kreasi lagu-lagu

Makalah Seminar Keliling Pemanfa

Hukum dan hak Asasi Manusia RI,"Maret 2009. Baca pula
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parodi yang pernah menjadi tren beberapa wak-
tu yang lalu.

Contoh kasus pelanggaran hak moral pen-
cipta adalah kasus yang dialami oleh Dodo
Zakaria, scorang musisi dan pencipta lagu meng-
gugat Telkomsel dan Sony BMG karena diang-
gap pada pokoknya telah melanggar Hak Moral-
nya. Tindakan Telkomsel bersama Sony BMG
pada pokoknya adalah memotong lagu “Di Da-
daku Ada Kamu” cipta Dodo Zakaria. Pelang-
garan terjadi baik terhadap lirik maupun melodi-
nya yang dipotong dan digunakan untuk nada
sambung Pribadi/NSP (Ring Back Tone/RBT).

Perkara ini diajukan ke PN Jakarta Pusat®
dan dalam putusannya Maijelis Hakim menyata-
kan tindakan Telkomsel dan Sony BMG yang
memutilasi lagu Dodo, merupakan pelanggaran
Hak Moral Dodo sebagai penciptanya.

Dalam putusannya yang dikutip oleh Hu-
kum Online tanggal 13 April 20097, majelis
hakim menyatakan Telkomsel dan Sony BMG
telah melakukan pelanggaran Hak Moral. Oleh
karenanya, kedua perusahaan tersebut secara
tanggung renteng berkewajiban membayar
sejumlah ganti rugi. Selain itu, kedua perusahaan
ini harus segera menghentikan segala bentuk
tindakan penggunaan lagu ciptaan Dodo sebagai
nada sambung Pribadi/NSP untuk tujuan komer-
sil. Penggunaan lagu yang sepotong atau tidak
utuh tersebut secara normatif dianggap sebagai
pelanggaran Hak Cipta, khususnya Hak Moral
penciptanya.

Bentuk pelanggaran yang lebih serius ada-
lah pengambilan berbagai bentuk ciptaan orang

Tim Lindsey dan Eddy Damian, Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Bgnd.ung, PT. Ali:x_mni, 2006, hl_m.79 o
‘Henry Soelistyo Budi, "Pcrkembartitm Proteksi HKI Global, Sebuah Asesmen di Bidang Hak Caprq (_iarl Desain Industri”,

an sistem Hak Kekayaan Intelektual Bagi Aparatur Negara, Dirjen HKI, Departemen
“Counterfeiting int Indonesia: An Economic Impact Study of

Counterfeiting Indonesia and Dialdgue on Regulatory Remedies, 2009, LPEM Fakultas ekonomi, Universitas Indonesia,

+ Jakarta, hlm.13

-

diakses tanggal 3 Maret 2012.

“Telkomsel dan sony BMG Langg;xr Hak Moral Dodo Zakaria”, hukumonline.com, langgar-hak-moral-dodo-zakaria,

Telkomsel dan Sony BMG Ajukan Eksepsi Kewenangan Absolut, hukumonline.com, 26 September 2006.

3332 SIMBUR CAHAYA: VOLUME XIX, NOMOR 49, SEPTEMBER 2012

SIMBUR CAHAYA
Majalah limiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

lain, termasuk musik, film, foto, gambar, dan
lukisan untuk karya multimedia tanpa memin.a
izin maupun mencantumkan nama pencipta.
Selain melanggar hak paternity atau pencipta
untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan,
praktik seperti ini juga menghancurkan integritas
pencipta. Harus diakui, kemajuan teknologi in-
formasi dan telekomunikasi telah membuka ru-
ang kreativitas digital secara luas tanpa batas.
Dalam berbagai kreasi multimedia, banyak cip-
taan seni dimutilasi, dimodifikasi, dan digunakan
secara tidak utuh dan tidak sesuai dengan kepa-
tutan atau kewajaran. Bentuk pelanggaran lain-
nya menyangkut peniruan karakter lukisan yang
memaksa pelukis kondang Bali, Nyoman Gu-
narsa menggugat pelanggaran integritas di Peng-
adilan.®

Dampak kerugian akibat pelanggaran Hak
Moral secara umum memang tidak senyata
pelanggaran Hak Ekonomi. Namun, tiadanya
parameter untuk mengukur tingkat keseriusan
dampak pelanggaran Hak Moral menjadikan
pelanggaran seperti itu cenderung semakin
diabaikan. Kenyataan itu didukung dengan masih
kurangnya pemahaman masyarakat akan konsep
Hak Moral, termasuk urgensi perlindungan ser-
ta nilai-nilai yang melandasinya. Konsekuensi-
nya, tidak banyak koreksi perbaikan yang dapat
diharapkan masyarakat.

B. Pembahasan

Hukum mengakui, Hak Cipta lahir secara
otomatis sejak ciptaan selesai diwujudkan. Arti-
nya, selesai diwujudkan dalam material form
(fixation) sesuai dengan keinginan pencipta dan

sesuai dengan kekhasan karakter ciptaan. Ar-
ticle 2 (2) Konvensi Bern menyatakan: “It shall,
however, be a matter for legislation in the
countries of the Union to prescribe that works
in general or any specific categories of works
shall not be protected unless they have been
fixed in some material form”. Ini berarti, akhir
penyelesaian ciptaan atau waktu fiksasi menjadi
titik tolak lahirnya hak. Seiring dengan itu,
Article 9 (2) Persetujuan TRIPS menegaskan
bahwa Hak Cipta, menganut prinsip hanya
melindungi ekspresi dan bukan ide atau inspirasi,
prosedur, metode pengoperasian atau konsep
matematik. Rumusan selengkapnya “Copyright
protection shall extend to expressions and not
to ideas, procedures, methods of operation or
mathematical concepts as such”.

Sementara itu, secara implisit Konvensi
Bern juga mengakui bahwa Hak Cipta tidak
melindungi ide semata.® Karenanya, merupakan
hak yang secara teoretis mungkin dan dapat
terjadi apabila terdapat ciptaan ganda yang
dimiliki unsur-unsur serupa yang dihasilkan oleh
pencipta itu dihasilkan dari ide, gagasan atau
inspirasi dan jerih payahnya sendiri dan tidak
merupakan peniruan dari ciptaan orang lain,
Hak Ciptanya diakui dan dilindungi.

Hak Cipta tidak mengharuskan ciptaan
didaftarkan. Hak cipta tidak mensyaratkan pen-
daftaran atau persyaratan formal lainnya. Hal
ini tersirat dalam ketentuan Konvensi Bern.'
Di Indonesia mekanisme pendaftaran Hak Cipta
dilakukan semata-mata untuk memberikan pela-
yanan administrasi. Pendaftaran tersebut sama
sekali tidak mengesahkan isi, arti maupun jamin-
an legalitas hubungan kepemilikan ciptaan de-

¢ Sinar Harapan, 3 Juli 2007, hlm.12; Warta Bali, 18 Juli 2007, him.3; Radar Bali, 18 Juli 2007, hlm.27; Warta Kota, 20 Juli

2007, hlm.3.

* Implication of the TRIPS Agreement on Treaties Administrasi by WIPO”, World Intellectual Property Organization

(WIPO), 1997, him.15

1 Article 5 para (2) Berne Convention menyatakan ‘the enjoyment and the exercise of these rights shall be subject to any
formality, such enjoyment and such exercise shall be independent of the existence of protection in the country of origin

of the work”
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ngan penciptanya. Pendaftaran ciptaan hanya
digunakan sebagai bukti awal kepemilikan hak.
Apabila di belakang hari dapat dibuktikan ada-
nya orang lain yang lebih berhak, pendaftaran
hak cipta dianggap batal demi hukum." Pembuk-
tiannya dilakukan melalui pengadilan. Dengan
rasionalitas seperti itu, pendaftaran ciptaan se-
sungguhnya hanya memiliki urgensi praktis, ter-
utama untuk catatan pendokumentasian ataupun
untuk sekadar memudahkan administrasi penge-
lolaannya. Demikian dapat disimpulkan dari
ketentuan Pasal 35 sampai dengan 44 UU Hak
Cipta 2002. Misalnya, dalam rangka pencatatan
pengalihan atau perjanjian lisensi dengan pihak
lain. Kepentingan yang sama juga tampak dalam
kerangka pengalihan, ataupun pewarisan, karena
Hak Cipta termasuk hak yang dapat dialihkan.
Dalam kaitan ini, Konvensi Bern juga tidak
mewajibkan cipraan didaftarkan. Article 3 Kon-
vensi Bern tentang criteria of eligibility for
protection pada dasarnya lebih menekankan
pada published work. Dalam paragraph 1 dinya-
takan bahwa:

“The protection of this convention shall apply

to:

o authors who are nationals of one of the coun-
tries of the union, for their works, whether
published or not;

« Author who are not nationals for one of the
countries of the union, for their works first
published in one of these countries or simul-
taneously in country ontside the union and in
a country of the union.”

Dari segi muatan, Hak Cipta mengandung
esensi monopoli atas Hak Ekonomi atau Eco-
nomic Rights dan Hak Moral atau Moral
Rights. Hak Ekonomi berunsur hak untuk
mengumumkan atau performing rights dan hak
umtuk memperbanyak atau mc?bmrical rights.

Keduanya memberikan pencipta kewenangan
untuk mengeksploitasi dan mengawasi penggu-
naan ciptaannya. Hak Moral juga memberi
pencipta hak untuk menjaga dan mengawasi
cksploitasi ciptaannya, terutama dari dimensi
moral. Misalnya, hak untuk meminta dicantum-
kan namanya dalam ciptaan atau rights of pa-
ternity. Berdasarkan hak moral itu pula pencipta
dapat melarang orang lain mengubah atau me-
ngurangi ataupun memperlakukan ciptaannya
secara tidak pantas berdasarkan nilai-nilai dan
kaidah right integrity.

Dalam konfigurasi hukum, hak moral
mencakup dua hal besar, yaitu hak paternid
atau right of paternity yang esensinya mewajib-
kan nama pencipta disebut atau dicantumkan
dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya,
yaitu meminta untuk tidak dicantumkan nama-
nya atau dipertahankan penggunaan samarannya.
Hak lainnya dikenal dengan right of integrity,
yang jabarannya menyangkut segala bentuk sikap
dan perlakuan yang terkait dengan integritas
atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya,
hak tersebut dickspresikan dalam bentuk la-
rangan untuk mengubah, mengurangi, atau me-
rusak ciptaan yang dapat menghancurkan inte-
gritas penciptanya. Prinsipnya, ciptaan harus
tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya. Bebe-
rapa contoh dapat ditampilkan untuk sekadar
memperjelas. Misalnya, mengganti lirik lagu
dengan ungkapan-ungkapan konyol dan canda
yang mengubah sama sekali makna syair aslinya.
Ini terjadi dalam lagu-lagu parody' karya Pa-
dhyangan, yang pernah ramai di blantika musik
Indonesia. Contoh lainnya, mengubah dekorasi
pesta secara tanpa izin, dapat dianggap sebagai
pelanggaran hak moral. Demikian pula menem-
patkan lukisan di area dekat kakus yang jorok

1 Pasal 35, 36 dan Pasal 44 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

12 Sendjaja Widjaja dan Dodi Mawardi, 2009, Hits Maker: Panduan Menjadi Produser Rekaman Jempolan, PT Alex Media
Komputindo, Kompas Gramedia, Jakarta, him 53, Mengenai Parody, baca Fair Use, Parody and Burlesque, dalam buku
William M Landes & Richard A. Posner, 2003, The Economic Structure of Intellectual Property Law, The Belknap Press of

Harvard University Press, London, hlm, 147-165.
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tak terurus dinilai sebagai penghinaan. Ujung-
nya, dianggap sebagai pelanggaran hak moral
juga.

Secara teoretis, mengubah, mengurangi
atau meniadakan bagian dari ciptaan tanpa per-
setujuan penciptanya dapat dianggap sebagai
pelanggaran. Gambaran yang agak unik dapat
disimulasikan misalnya dalam perkara peniadaan
tanda tanya (“?”) pada judul karya film: Ada
Apa Dengan Cinta. Tentu saja pencipta layak
keberatan bila pada akhirnya ungkapan itu tidak
dibubuhi tanda tanya. Baginya, peniadaan tanda
tanya saja sudah berarti mengubah sama sekali
pesan yang ingin disampaikan. Bila nama pen-
cipta dicantumkan pada judul yang demikian,
maka ia dapat mempersoalkannya bukan se-
mata-mata karena misrepresentasi. Tetapi, lebih
dari itu sebagai pelanggaran hak moral.

Hak Moral dapat dianggap berlaku abadi.
Artinya, meski jangka waktu perlindungannya
telah jauh terlewati, pengakuan dan penghargaan
kepada diri pencipta tetap harus dilakukan.
Misalnya, pengakuan kepada Wolfgang Amadeus
Mozart, Frederic Chopin, Ludwig van Beethoven
dan Johann Sebastian Bach® sebagai pencipta
lagu-lagu klasik legendaris. Meski pencipta su-
dah meninggal dunia beradab-abad lamanya,
tidak satu orang pun mengabaikan kewajiban
untuk mengakui dan menghargai hak moralnya.
Hal itu dilakukan di antaranya dengan tetap
menyebut atau mencantumkan namanya pada
ciptaan komposisi musiknya. Praktik seperti ini
tidak sepenuhnya diikuti. Beberapa pemikir hu-
kum mengutamakan segi kepraktisan dengan
menentukan batas waktu. Artinya, perlindungan

hak moral berakhir bersama-sama dengan ber-
akhirnya proteksi hak ekonomi. Apabila dalam
praktik diatur beberapa ketentuan mengenai
pengakuan hak moral yang berlanjut pada para
ahli waris, hal itu hanya berlaku selama jangka
waktu 50 tahun saja, yang dihitung sejak pen-
cipta meninggal dunia. Selewatnya jangka waktu
itu, perubahan ataupun penggantian, misalnya
judul ciptaan, tidak perlu meminta persetujuan
ahli warisnya.

C. Perlindungan Hak Moral dalam Praktik
Penggunaan Hak Cipta di Indonesia

Hak Moral mengharuskan identitas pen-
cipta dilekatkan pada ciptaan, baik dengan nama
diri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu,
dan atas dasar pertimbangan yang rasional dari
pencipta, ia dapat meniadakan identitas dirinya
dan membiarkan ciptaannya berstatus anonim.
Hal ini dapat dilakukan dalam kondisi dan
dengan alasan yang dapat diterima (reasonable
in the circumstances)." Prinsip adanya keadaan
dan alasan yang dapat diterima itu belum teruji
dalam kasus-kasus di Pengadilan. Namun, hal
itu di antaranya dilatarbelakangi oleh kondisi
kerumitan®* dalam proses penciptaan karya ko-
lektif dan pertimbangan untuk sekadar memu-
dahkan penulisan identitas pencipta dengan ha-
nya mencantumkan satu nama dan meniadakan
nama-nama lainnya, Misalnya suatu buku ditulis
dengan kredit; Budi dkk. Artinya, ciptaan itu
dibuat tidak hanya oleh Budi tetapi juga bebe-
rapa orang lain yang turut serta dalam proses
penyelesaian pembuatan ciptaan.

Suwanti Oemar,: Hikmah Sengketa Rasa Sayange”, hukumham. Info,http://hukumham.info/index.php?option=com-

content&task=view&id=2548itemid=9999999999, diakses tanggal 5 Mei 2012; “Ekspresi Kreatif: Pengantar Hak
cipta dan hak Terkait untuk Usaha Kecil dan Menengah”, http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/
translation/creative_expression_indo.pdf,diakses tanggal 5 Mei 2012; Prayudi Setiadarma, “Walau Berbeda :api tetap
rancu jua: Antara Plagiarisme dan Pelanggaran Hak Cipta”, http://psetiadarma.wordpress.com/2009/12/29/walau-berbeda-
tetap-rancu-jua-antara-plagiatisme-dan pelanggaran-hak-cipta, diakses tanggal 5 Mei 2012,

" David Vaver, Copyright Law: Essentials of Canadian Law, (Toronto, Ontario; Irwin law Inc.2000), him.160.
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Pembuatan suatu karya cipta yang kom-
pleks dan rumit seperti program komputer dapat
pula menjadi contoh yang baik. Ciptaan pro-
gram komputer kemungkinan melibatkan ma-
sukan atau kontribusi dari banyak pihak. Apabila
semua pihak yang terlibat harus dicantumkan
namanya, maka harus juga dijelaskan dalam
daftar panjang nama-nama mereka serta peran
masing-masing. Untuk mengatasi masalah teknis
ini biasanya ditempuh dengan hanya mencan-
tumkan satu atau dua nama, yang sckaligus
secara hukum menjadi pemilik ciptaan dan tidak
mencantumkan seluruh nama pencipta yang
sungguh-sungguh terlibat dalam proses pem-
buatan ciptaan.

Masalahnya akan berbeda dengan kebia-
saan stasiun radio dan televisi yang tidak men-
cantumkan nama pcncipm lagu atau pcnulis
lirik bila menyiarkan suatu lagu. Hal yang dila-
kukan lembaga penyiaran ini lebih merupakan
bentuk pengabaian terhadap Hak Moral pencip-
ta lagu.'® Meski sudah diingatkan, hingga saat
ini masih banyak radio dan televisi yang hanya
menyebutkan judul lagu dan nama penyanyi,
yaitu pihak yang sesungguhnya tidak memiliki
Hak Moral dalam ciptaan lagu tersebut.

Hak Integritas merupakan representasi
paling menonjol dari citra pribadi dan martabat
pencipta. Dalam lingkup hak ini, pencipta dapat
menghentikan atau melarang perusakan, pemo-
tongan atau perubahan ciptaannya bila tindakan
itu dapat mengganggu kehormatan dan reputasi
pencipta.”” Melalui hak ini, pencipta dapat me-
ngontrol peredaran ciptaannya di masyarakat.
Pencipta hanya dapat menyetujui adaptasi dan
perubahan bila tidak mengganggu reputasinya.
Misalnya, perubahan atas karya arsitektur yang
dilakukan atas dasar pcrtimhaﬁigan teknis atau

kepatutan dalam masyarakat atau good taste
requirement.

Dalam hal suatu ciptaan digunakan untuk
karya turunan (derivative work), misalnya novel
diangkat menjadi film atau sinetron, maka keu-
tuhan tema dan alur cerita harus tetap diperta-
hankan meski karakter para pamerannya sedikit
berbeda dengan ditunjukkan dalam novel. Ter-
hadap karya-karya adaptasi seperti itu, pencipta
tidak begitu saja dapat menyatakan keberatan
bila terdapat sedikit perbedaan. Sebab, peru-
bahan tersebut acapkali merupakan tuntutan
teknis yang sulit dihindarkan. Oleh karena iru,
sepanjang reputasi dan kepentingannya yang
wajar tidak terganggu maka ia harus menerima-
nya. Bagaimana jika foto atau lukisan dimodi-
fikasi secara sedemikian rupa untuk kepentingan
kebebasan berekspresi dan kreativitas pencipta
dalam membuat ciptaan baru? Misalnya, foto
wanita diberi kumis dan kacamara, atau lukisan
wajah pria diberi peci dan jenggot. Kesemua
kreasi itu boleh saja dibuat sepanjang tidak
merusak martabat dan reputasi penciptanya.

David Vaver mengakui bahwa untuk mem-
buktikan adanya kerugian terkait dengan repu-
tasi dan integritas pencipta bukan hal yang
mudah dan sederhana. Intinya, selain berdasar-
kan pandangan pencipta sendiri, harus pula ada
bukti yang objektif. Ini berarti, gangguan yang
berdampak merugikan martabat dan reputasi
pencipta harus nyata dan terukur.

Distorsi terhadap martabat dan reputasi
tidak hanya merupakan asumsi berdasarkan logi-
ka sebab akibat. Artinya, karena tindakan sese-
orang terhadap ciptaan lantas mengakibatkan
dampak yang merugikan pribadi penciptanya.
Dampak yang terukur misalnya, menyangkut
dampak ekonomi yang langsung diderita pencipta.

6" Diana, Tinjauan Yuridis Lembaga Collecting Management di Bidang Performing Rights Atas Karya Lagu/Musik di Indonesia,
Tesis Program Studi Magister lmu Hukum, Program Pascasarjana, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2006), hlm. 27.

17 David Vaver, Op Cit, hlm. 161
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Pada dasarnya aspek Hak Moral ini meru-
pakan bagian dari hak integritas pencipta.’®
Pelanggaran terhadap hak ini terjadi apabila
tindakan yang dilakukan terhadap ciptaan telah
merugikan martabat dan mengganggu reputasi
pencipta.

Dalam Konvensi Bern juga dikenal pemba-
tasan terhadap tindakan-tindakan yang dapat
merugikan integritas pencipta. Di antaranya
adalah tindakan yang bersifat penghinaan arau
penistaan terhadap ciptaan atau derogatory
actions.” Tindakan penghinaan dapat terjadi
bila penulis buku dipaksa oleh penerbitnya

untuk menulis karya novel pada saat ia tidak

memiliki ide atau inspirasi yang asli dan me-
madai. Bila permintaan itu dipenuhi maka karya
tulisnya akan menjadi buku yang tidak bermutu
dan menjadi sasaran kritik masyarakat.
Berbeda dengan pelanggaran Hak Eko-
nomi yang memiliki sanksi yang jelas dan ter-
ukur, pelanggaran Hak Moral memiliki sanksi
yang relatif lunak. Sanksi bagi pelanggaran Hak
Moral lazimnya ditetapkan melalui putusan
" pengadilan, baik dalam putusan sela maupun
putusan akhir, - baik dalam kerangka pidana
maupun perdata.? Opsi penyelesaian melalui
pengadilan betapapun tidak mengurai hak para
pihak yang beperkara atau bersengketa untuk

Tabel 1
Isi Hak Moral

KONSEPSI MORAL

UU HAK CIPTA 2002

* The Right of Paternity
Hak pencipta untuk menuntut namanya
dicantumkan dalam ciptaan.

** The Right of Integrity
Hak pencipta untuk melindungi reputasi
dengan menjaga martabat dan keutuhan
ciptaannya

** The Right of Publication/Divulge
Hak pencipta untuk menentukan cipta-
annya mau diumumkan atau tidak,

* The Right to Withdraw
Hak pencipta untuk menarik ciptaan
dan peredaran.

a. Meniadakan atau tidak menyebutkan
nama pencipta.

b. Mencantumkan nama sebagai pencipta
padahal dia bukan penciptanya.

c. Mengganti atau mengubah judul atau
anak judul ciptaan.

d. Mengubah isi ciptaan,

e. Meniadakan atau mengubah informasi
elektronik tentang informasi manajemen
pencipta.

(Sumber: Pasal 24,26 dan 55 UU Hak Cipta 2002)

Article 6 bis of the Bern Convention:

Terjemahannya:

kehormatan atau reputasi pencipta.

" cvevethe author shall have the right to claim authorship of the work, and to object to
any distortion, mutilation or other modification of, or any other derogatory action in
relation to, the said work, which would be prejudicial to his honour or reputation.”

“... pengarang/pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan
mengajukan keberatan atau perubahan, pemotongan, pengurangan atau modifikasi lain
serta tindakan pelanggaran lain terkait dengan karya tersebut yang dapat merugikan

" Ibid, him. 163
7 Article 6 bis Berne Convention
20 Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) UU Hak Cipra 2002.

SIMBUR CAHAYA: VOLUME XIX, NOMOR 49, SEPTEMBER 2012




SIMBUR CAHAYA
Majalah llmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

memilih menyelesaikan permasalahannya mela-
lui mekanisme Alternative Dispute Resolution.!
Adapun instrumen yang digunakan sebagai
resolusi penyelesaian sengketa, putusannya akan
diikuti dengan sanksi. Dalam kerangka pelang-
garan Hak Moral, beberapa bentuk sanksi beri-
kut ini perlu dikaji secara memadai.”

o Kompensasi di bidang Kenangan atau Ganti
Rugi

Dalam model sanksi ini, pengadilan mene-
tapkan keputusan yang mewajibkan pelanggar
untuk membayar sejumlah uang kepada pihak
yang haknya dilanggar.” Kompensasi ini dimak-
sudkan sebagai sarana pemulihan hak. Namun
demikian, tidak terdapat ukuran yang baku
yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk
menentukan besarnya nilai kompensasi terse-
but.2* Demikian juga absennya panduan bagi
pencipta untuk menentukan besarnya nilai ganti
rugi yang diajukan ke pengadilan atau kepada
pihak pelanggar. Tanpa batasan itu, berakibat
seringnya muncul tuntutan ganti rugi dengan
nilai yang tidak wajar. Pada kenyataannya, pu-
tusan Pengadilan juga tidak menggunakan besar-
nya nilai runtutan ganti rugi tersebut sebagai
pertimbangan. Dengan kata lain, hakim memiliki
pertimbangan dan kalkulasi sendiri dengan
memperhatikan berbagai hal yang relevan, se-
hingga dapat diperolch putusan ganti rugi keu-

angan yang wajar® dan mencerminkan rasa
keadilan masyarakat.?

e Perintah Pengadilan untuk menghentikan dan
mencegah berlanjutnya Pelanggaran

Sanksi ini juga dif;.‘tapkan oleh pengadilan.
Lazimnya, putusan ditetapkan selama sidang
masih berlangsung atau belum memperolch
putusan akhir. Perintah hakim seperti itu atau
mmjuction dimaksudkan untuk mencegah berla-
rutnya tindakan pelanggaran dan meminimalkan
dampak kerugian yang mungkin timbul.?” Di
kalangan negara-negara common law system,
instrumen fnfuction™ ini lazim digunakan dan
cukup efektif melindungi kepentingan pencipta.
Dalam lingkungan perlindungan Hak Moral,
sanksi seperti ini penting dan diperlukan untuk
menghentikan segala bentuk pelanggaran yang
berpotensi merugikan martabat dan integritas
pencipta. Sudah tentu pelaksanaan sanksi me-
merlukan pengawalan, pengawasan dan peman-
tauan. sckurang-kurangnya sampai pengadilan
mengeluarkan putusan akhir pada pokok per-
kara.

e Pernyataan Pelanggaran Hak Moral Pencipta

Pernyataan ini lebih merupakan pengaku-
an dari pihak yang melakukan pelanggaran.
Karena bentuk dan sifat pelanggarannya relatif
ringan dan tidak terlalu mengganggu martabat

21 Pasal 65 UU Hak Cipta 2002, mengenai Alternative Dispute Resolution ini, baca Priyatno Abdurrasyid, Arbitrase dan
Alternative Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar, (Jakarta;PT Fikahati Areska, 2002), hlm. 10.27.

I+

1 Dasarnya, ketentuan Pasal 58 UU Hak Cipta 2002.

Australia Copyright Council, “What Remedies Can a Court Give for Infringement of Moral Rights?’, copyright.org.au,
http:/www.copyright.org.au, diakses tanggal 10 Juni 2012.

** David I Bainbridge, 1996, Intellectual Property, Third Edition, Pitman Publishing, London, hlm. 106 The case of Moore
v News of The world Ltd, indicates that damages for false attribution ma be slight, certainly in comparison with those

available for defamation.

¥ Gugatan ganti rugi dapat digunakan! sebagai faktor penekan, terutama dengan menetapkan nilai yang sangat besar.
Sebaliknya, dapat pula ditentukan hanya Rp. 1,- sckadar memenuhi persyaratan hukum acara. Dalam hal demikian,
penggugat ingin menunjukkan fokus gugatannya yang tidak terkait dengan nilai uvang.

loc cit.

9

Dasarnya ketentuan Pasal 56 ayat (3) UU Hak Cipta 2002

Additional damages were granted in William v Settle, a case revolving the publication of a photograph. Davis I Bainbridge,

3 Baca David Vaver, Copyright Law: Essentials of Canadian Law, (Toronto, Ontario: Irwin Law Inc, 2003), him.284.
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atau in\tegritas pencipta, maka pernyataan itu
tidak serta merta diikuti dengan permintaan
maaf. Keputusan untuk membuat pernyataan
itu pun tidak dipaksakan atau atas dasar perintah
pengadilan, tetapi atas kesadaran pihak pelanggar
sendiri.

e Perintah membuat pernyataan minta maaf di
depan umum

Sanksi ini dapat berdiri sendiri atau men-
jadi bagian dari sanksi lainnya, seperti pidana
denda. Sebagai contoh, selain dikenai sanksi
pidana denda, pelanggar juga dihukum untuk
membuat pernyataan permintaan maaf di depan
umum.* Pernyataan seperti itu biasanya dibuat
secara tertulis di media cetak dengan menyebut-
kan tindak pelanggaran yang dilakukan berikut
pernyataan permintaan maaf kepada pencipta.
Adapun pelaksanaannya biasanya juga didasar-
kan pada putusan pengadilan atau berdasarkan
proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

e Perintah untuk mengoreksi atau memperbaiki
Identitas Pencipta

Sanksi ini lebih merupakan upaya pemu-
lihan atau koreksi terhadap tindakan yang telah
dilakukan yang mengganggu Hak Moral pen-
cipta. Misalnya, mencantumkan identitas pen-
cipta yang tidak benar atau perlakuan yang
merusak ciptaan. Tindakan pelanggaran Hak
Moral tersebut dapat berupa pengelabuhan atau
penggantian nama berikut identitas pencipta
(false attribution) atau dalam bentuk memper-
lakukan ciptaan secara tidak patut (derogatory
treatment).’® Dengan kata lain, pelanggaran
telah mengakibatkan terganggunya Hak Moral
pencipta, baik yang menyangkut ketidakjelasan

19

hlm. 165-166.
% Dasarnya ketentuan Pasal 55 UU Hak Cipta 2002,

! Pasal 14 UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
2

identitas pencipta maupun keutuhan martabat-
nya. Sanksi yang dikenakan biasanya langsung
berupa perintah pencantuman identitas pencipta
dengan lengkap dan jelas, serta pemulihan peng-
hormatan terhadap martabat pencipta melalui
sikap dan perlakuan yang patut dan pantas.

D. Kendala-kendala Perlindungan Hak Moral
dan Upaya-upaya vang dilakukan dalam
Penegakan Hak Moral di Indonesia

1. Kendala-kendala Perlindungan Hak Moral

a. Motif Tindak Pelanggaran

Dari berbagai alasan yang melatarbe-
lakangi, motif ekonomi menjadi faktor yang ter-
kuat yang mendorong praktk tindakan pelang-
garan Hak Cipta khususnya Hak Moral. Faktor
peluang, berikut ketersediaan sarana, sesungguh-
nya juga terbuka bagi siapa pun, namun hanya
mereka yang memang berniat mencari keuntung-
an secara mudah dengan mengabaikan hak-hak
orang lain yang mengambil kesempatan melaku-
kan pelanggaran Hak Cipta. Mereka melakukan-
nya tanpa mau peduli terhadap dampak sosial
ckonominya bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara, termasuk dalam hubungan Internasio-
nal. Harus diakui, motif edukasi dan kondisi
kehidupan sosial yang miskin ini bukan merupa-
kan fenomena kurangnya apresiasi. Dalam batas
tertentu, konsepsi dan filosofi Hak Cipta sesung-
guhnya telah membuka ruang keleluasaan peng-
gunaan ciptaan tanpa dianggap sebagai pelanggar-
an. Di antaranya, kebebasan untuk melakukan
penggandaan buku secara terbatas untuk perpus-
takaan, atau pengutipan tulisan dengan menyebut
sumbernya.’ Praktik seperti itu secara kategoris
dianggap sebagai fair use atau fair dealing® yang

J. Satrio, Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai tindakan Melawan Hukum,, (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2005)

Fair adalah penggunaan secara wajar yang tidak merugikan kepentingan penciptanya. Baca Lindsey, Tim dan Eddy

Damian et.al, Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, (Bandung: PT Alumni, 2006) hlm.123-124.
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secara hukum tolerable, sepanjang tetap menjaga
Hak Moral penciptanya.

Patut dicatat bahwa motif ekonomi memi-
liki rasionalitas dan kalkulasi tersendiri. Hal
itu tidak terjadi pada tindak pelanggaran Hak
Moral. Simulasinya adalah terbukanya peluang
bagi setiap orang untuk mencari keuntungan
dengan memanfaatkan ketersediaan sarana
pengganda dan teknologi pendukung yang mudah
dioperasikan serta lemahnya komitmen dalam
penegakan hukum. Dalam masa pertumbuhan
ekonomi, peluang pasar seperti ini semakin
lebar terbuka, bahkan pengawasannya semakin
longgar. Dari segi teknis, kemajuan teknologi
elektronik, informatika, telekomunikasi, dan
transportasi, telah mendorong peningkatan pro-
duksi komoditas bajakan, disertai jangkauan
pemasaran dan intensitas peredaran yang makin
luas. Beberapa kasus penggercbekan pabrik-
pabrik kaset dan rekaman video ilegal mengung-
kapkan bahwa kegiatan pelanggaran Hak Cipta
ini didukung dengan dana yang sangat besar.

b. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Hingga saat ini masih aktual pertanyaan
mengenai siapa yang paling bersalah dalam
situasi praktik pelanggaran Hak Cipta. Sejauh
menyangkut pelaku pembajakan, motif dan pelu-
ang tindakannya. Di luar itu, faktor kesadaran
hukum masyarakat sesungguhnya memiliki
permasalahan yang lebih kompleks dan pelik.
Selain tingkat pendidikan masyarakat dan bu-
daya hukum yang menaunginya, fantangan-tan-
tangan situasional sering kali tampil scbagai
kendala yang cukup signifikan. Misalnya, kon-
disi dan tingkat kemiskinan seperti memberi
pembenaran bagi perilaku pembaj?kan dan per-
dagangan barang-barang bajakan.;
!

Harus diakui, ketidakmampuan dan le-
mahnya daya beli menjadikan masyarakat bersi-
kap pesimis terhadap perdagangan barang-
barang ilegal yang berharga murah. Alasan lain
yang lebih terkesan populis adalah menghalalkan
cara untuk tujuan mencerdaskan kehidupan
bangsa.”* Menurut pandangan mereka, untuk
membangun masa depan bangsa maka anak-
anak sckolah harus diizinkan menggandakan
dan menggunakan sarana pendidikan ilegal,
seperti buku bajakan, fotokopian, dan program
komputer bajakan. Ini jelas tidak mendidik dan
tidak menguntungkan bagi pembinaan moral
bangsa dalam arti yang seluas-luasnya.

Untuk kepentingan pendidikan termasuk
penelitian dan pengembangan, telah tersedia
ruang pengaturan khusus. Konsep fair use atau
fair dealing dapat diberlakukan untuk membe-
baskan dari stigma pelanggaran Hak Cipta,
khususnya Hak Moral. Dengan demikian, Peme-
rintah tidak perlu berpijak pada standar ganda.
Untuk toleransi terhadap ketidakmampuan eko-
nomi, dan sepanjang untuk tujuan mulia di
bidang pendidikan, UU Hak Cipta memiliki
norma untuk mewujudkan keseimbangan hak
dan kepentingan pencipta yang setara dengan
kepentingan masyarakat. Kini tinggal masyarakat
yang harus memperkuat sikap apresiasi dan
budaya penghormatan terhadap hak-hak pencip-
ta.

Tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat
pada dasarnya tidak mensyaratkan adanya ling-
kungan masyarakat yang terdidik atau well edu-
cated. Dengan kata lain tidak harus seluruh
anggota masyarakat melek hukum. Bagi masya-
rakat luas, mereka cukup memahami nilai-nilai
dasarnya, yaitu baik dan buruk, benar dan
salah, berikut ukuran-ukuran kepatutan dan
kepantasan dalam melakukan tindakan. Meski

3 Pertimbangan kembali pengalaman Indonesia yang menyatakan keluar dari keanggotaan Konvensi Bern. Keputusan itu
mungkin menginspirasi masyarakat untuk mencoba melanjutkan kebebasan yang tidak bermoral tersebut.
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hanya dengan referensi pengalaman keseharian
yang paling sederhana, nilai-nilai 1cu hidup dan
teraktualisasi dalam tatanan sosial. Pemahaman
terhadap nilai-nilai seperti itu yang lebih menda-
sar dan perlu ditumbuhkan serta dipelihara
secara bersama. Singkatnya, dengan panduan
nilai-nilai itu pengambilan hak-hak orang lain
akan dianggap merupakan perbuatan buruk,
salah, dan tidak sepantasnya dilakukan. Inilah
sesungguhnya esensi nilai-nilai yang mendasari
konstruksi perlindungan Hak Moral.

2. Upaya-Upaya dalam Perlindungan Hak
Moral di Indonesia

® Memperkuat Kelembagaan Hak Cipta

Dalam kerangka sistem hukum, keleng-
kapan peraturan perundang-undangan saja
dirasa tidak cukup menjamin adanya perlin-
dungan hak. Political will di tataran proses
legislasi harus juga diikuti dengan komitmen
untuk mewujudkan enforcement yang efekif,
Untuk itu, perlu pula memperkuat kelembagaan
yang terkait dengan pelaksanaan UU Hak Cipta.

- Memperkuat kelembagaan pada dasarnya
tidak terbatas pada aspek administrasi yang
terkait dengan pendaftaran- hak cipta. Pendaf-
taran ciptaan sesungguhnya memiliki korelasi
dengan hak atribusi karena akan mengukuhkan
nama pencipta dalam ciptaannya. UU Hak Cipta
bahkan menyatakan pembatalan pendaftaran
harus ditempuh melalui pengadilan.*' Secara
tidak langsung, ketentuan ini menunjukkan beta-
pa kuatnya pengakuan dan perlindungan Hak

™ Pasal 42 dan Pasal 44 UU Hak Cipta 2002.

Moral Pencipta. Adagium hukum pun tidak
berlaku dalam pembatalan Hak Cipta ini.
Dalam skala perlindungan Hak Cipta,
diperlukan pula kelembagaan yang kuat dan
terpadu untuk dapat mengartikulasikan peran
Hak Cipta sebagai salah satu engine of econo-
mic development. Ini berarti, tidak hanya me-
nyangkut kelembagaan Ditjen HKI, tetapi juga
Kementerian atau lembaga dengan portofolio
industri, perdagangan, penyiaran, dan pendi-
dikan dan kebudayaan. Lembaga-lembaga tadi
merupakan sebagian dari simpul-simpul produksi
dan diseminasi karya seni, ilmu pengetahuan,
maupun pelaku penggunaan ciptaan untuk ke-
giatan hiburan dan edukasi. Mereka juga harus
dilibatkan dalam misi memfasilitasi perlindungan
Hak. Cipta, khususnya Hak Moral. Ini berarti
harus diarahkan untuk mencegah dan rurut
mengeliminasi bibit-bibit pelanggaran Hak Mo-
ral, baik yang terkait dengan status kepemilikan
ciptaan, maupun penggunaan atau pengelolaan.
Penguatan kelembagaan seharusnya tidak ter-
batas pada struktur formal lembaga negara.’
Perlu dicatat bahwa penggunaan masalah HKI
yang dibentuk dengan Keppres No. 34 Tahun
1986 ini bertugas menyelesaikan permasalahan-
permasalahan hukum yang timbul di bidang
Hak Cipta dan merek serta mempercepat penyu-
sunan Undang-undang Paten tetapi juga pergu-
ruan tinggi, LSM dan organisasi-organisasi di
bidang Hak Cipta seperti ASIRI, ASIREVI,
IKAPL, WAMI, dan YKCL Yang tak kala pen-
tingnya adalah lembaga para pengacara dan

3 Perlu dica}at bahwa penggunaan masalah HKI yang dibentuk dengan Keppres No. 34 Tahun 1986 ini bertugas
menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul di bidang Hak Cipta dan merek serta mempercepat

penyusunan Undang-undang Paten.

Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1986 tentang Pembentukan Tim Kerja di Bidang HAKI ini dicabut dan digantikan
dengan Keputusan Pres[dcn_ l‘_\!o. 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak
Kekayaan Intelektual. Tim ini lebih difokuskan pada langkah-langkah penegakan hukum mengingat seluruh perangkat

hukum HKI telah lengkap tersusun.

Menurut Insan Budi Maulama, Presiden sebenarnya tidak perlu menerapkan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2006

tersebut jika pemerintah mau menelaah secara lebih jernih

permasalahan HKI sesuai dengan sistem hukum HKI yang

benar. Selanjutnya, baca tulisan Insan Budi Maulana, Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual.
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praktisi hukum untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat dan mendorong terwujudnya etika
moral unyuk menghormati dan menghargai Hak
Cipta, termasuk khusu- va Hak Moral Pencipta.

s Sosialisasi dan Peningkatan Kz« iran Hukum
Masyarakat

E. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman
Hukum

Dalam ker .4 upaya peningkatan pema-
haman masyarakat di bidang Hak Cipta, langkah
Poo erintah tampak tidak pernah surut. Beragas:

+ seminar dan diskusi dilakuk. di bertoopn

b, termasuk di kalangan Per Linggi.
i kalangan asosiasi das -lemba-
ar pegert telah pula secara optimal

. <3, Demikian pula bantuan dari ne-
gara-negara asing. Hasilnya memang telah mulai
tampak. Setidaknya, pemahaman dan kesadaran
masyarakat telah mulai tumbuh meski lebih
pada dimensi Hak Ekonomi dan belum pada
apresiasi terhadap Hak Moral.

Phari s Peclodungan Hak Moral, ku-
tampak dari sikap dan
ak g & ¢ mengabaikan hak-hak

e Ha i fakror dan penvebab

pelangga: : wla yang
i k atau mengingatkan., Dikhawatirkan,
i sikap permisif seperti itu berlanjut, akan
tumbul anomali budaya yang berbahaya bagi
etika dan penghormatan terhadap hak-hak
orang lain secara umum. Selain peningkatan
pemahaman aparat Kejaksaan, Kepolisian, serta
jajaran Hakim di berbagai tingkat Peradilan,
diperlukan pula upaya peningkatan kesadaran
hukum masyarakat melalui sosialisasi yang sis-

tematis dan terjadwal.
1. Mengintensifkan Peningkatan Kesadaran
Hukum Masyarakat !

Harus diakui, seluruh lnngl;ah, upaya dan
tindakan penegakan hukum Hak Cipta selama

ini lebih didasarkan pada dalil-dalil dan kepen-
tingan ckonomi. Yang menjadi masalah adalah
timpangnya perhatian terhadap kebutuhan per-
lindungan terhadap Hak Moral. Hal demikian
tentu mengandung risiko terhadap komitmen
masyarakat dalam mewujudkan perlindungan
hukum terhadap Hak Cipta secara utuh, bular
dan tidak parsial. Mengedepankan tema perlin-
dungan Hak € j2 dengan titik berat pada Hak
Ekuniomi dan mengabaikan konsepsi v uung-
an Hak Moral sama ! «o9vs 0 an memati-
kan secara perlahan-lahan cksistensi Hak Moral
yang juga penting untuk dihormati, dihargs
dan dilindusgi,

Pemikiran dan upaya mengintensifkan
kesadaran hukum masyarakat dilatarbelakangi
fakia masih lemahnya tingkat kesadaran hukum
dan budaya hukem masyarakat. Sikap acuh dan
bahkan apatis menjadi fenomena respons masya-
rakat atas upaya penanggulangan pelanggaran
Hak Cipta. Maraknya Pelanggaran Hak Cipta
dari wakru ke wakeu dan ketidakmampuan apa-
rat mengantisipasinya, menjadikan masyarakat
bersikap masa bodoh dan tidak mau tahu. Mere-
ka juga pesimis terhadap kampanye Pemerintah
melakukan perlawanan terhadap pelanggaran
Hak Cipta, apabila harus menambah fokus
dengan isu mengatasi pelanggaran Hak Moral.

e Penindakan Hukum terhadap Pelanggaran
Hak Moral

Upaya penanggulangan pelanggaran Hak
Moral, betapapun kecilnya diyakini memiliki
hasil dan manfaat, sekurang-kurangnya bagi
para pihak, baik pencipta maupun pemegang
hak cipta. Masih seringnya terjadi pelanggaran,
sesungguhnya menunjukkan banyaknya varian
pelanggaran dan sulitnya mengatasi dengan
strategi all size and for everything. Betapapun
masih harus ada optimisme melawan praktik
pelanggaran Hak Moral ini. Sulit dibayangkan
betapa parahnya kondisi penegakan hukum Hak
Cipta di Indonesia bila tidak ada upaya menga-
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tasinya. Belajar dari pengalaman penegakan Hak
Ekonomi, meluasnya praktik pembajakan dan
peredaran produk bajakan berikut daya rusak-
nya terhadap moral bangsa menjadi tantangan
yang harus terus dihadapi dengan determinasi.’

Guna mengapresiasi kreativitas para pen-
cipta, dan memberikan penghormatan dan per-
lindungan secara sepantasnya terhadap jerih
payah dan hak-haknya, perlu disuarakan kembali
secara lebih tegas norma-norma larangan mela-
kukan Pelanggaran Hak Moral. Lebih dari itu,
perly ooty disampaikan imbauan moral untuk

“esiasi pencipta dengan sikap peng-

fosieatan dan penghargaan terhadap ciptaannya.
Kini sudah waktunya diberikan kesempatan ke-
pada para pencipta untuk dapat hidup lebih
bermartabat dan terhormat dengan pendam-
pingan dan pengawalan UU Hak Cipta.

F. Penutup

Hak Moral mengharuskan identitas pen-
cipta dilekatkan pada ciptaan, baik dengan nama
diri maupun samaran. Pada dasarnya aspek
Hak Moral ini merupakan bagian dari hak
integritas pencipta. Pelanggaran hak ini terjadi
apabila tindakan yang dilakukan terhadap cip-
taan telah merugikan dan mengganggu reputasi
pencipta. Kendala-kendala dalam perlindungan
hak moral adalah: a. motif tindak pelanggaran,
motif ekonomi menjadi faktor yang terkuat
yang mendorong praktik tindak pelanggaran
hak cipta khususnya hak moral. b. Tindak kesa-
daran hukum masyarakat, faktor kesadaran hu-
kum masyarakat sesungguhnya memiliki perma-
salahan yang lebih kompleks dan pelik. Selain
tingkat pendidikan masyarakat dan budaya hu-
kum yang menaunginya, tantangan-tantangan

Tabel 2
Mekanisme Penegakan Hukum Hak Moral

4 | kan gugatan ditetapkan 90 hari
scjak didaftarkan di Pengadilan

hanya dapat diajukan Kasasi
Pasal 64

Sidang pemeriksaan Kasasi di
lakukan paling lama 60 hari dan
diputuskan paling lama 90 hari
setelah permohonan Kasasi di
terima MA

No Perdata Pidana

1 | Pasal 5_5 C. Pasal 66
Mengajukan gugatan pelanggaran Negara tetap boleh melakukan
Hak Moral meski ciptaan telah di tuntutan Pidana

2 | serahkan kepada pihak lain.
Pasal 58
Mengajukan gugatan ganti rugi C...Pasal 71 .

3 | terhadap pelanggaran Pasal 24 Penyidikan dapat dilakukan
mengenai Hak Moral alehi PFNS
Pasal 59
Tenggang waktu untuk memutus- C._Pasal 72 (6)

Niaga

5 | Pasal 61
Putusan gugatan dapat diperpanjang
30 hari

6 | Pasal 62

Terhadap putusan Pengadilan Niaga

Pelanggaran Hak Moral diancam
Pidana penjara paling lama 2
tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 150 juta

*¢ Otto Hasibuan, Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia, (Yogyakarta: Universitas

Gadjah Mada, 2006) hlm. 339.
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